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ABSTRAK 

 

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak 

atau melawan hukum. Pada pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009, menerangkan bahwa, dalam hal penyalahguna narkotika, baik yang dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika maka wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Narapidana sebagai penyalah guna narkotika 

juga menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Lapas narkotika. Pelaksanaan 

rehabilitasi medis bagi narapidana di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta 

dilakukan setelah melalui tes screening kesehatan fisik, screening kesehatan mental 

dan screening adiksi, serta divonis menderia adiksi tinggi. Sedangkan dalam 

pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dilakukan 

oleh semua narapidana. Penelitian ini meneliti kesesuaian peraturan perundang-

undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak 

pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Lapas 

Narkotika Klas IIA Yogyakarta dan sifat penelitiannya yakni deskriptif-analitik. 

Dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber yaitu 

petugas Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta dan narapidana tindak pidana 

narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat 

mendukung sumber data primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait 

pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkotika di 

Lapas dan buku terkait pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana 

narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian peraturan 

perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi 

narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta.  

Dari hasil penelitian ini terkait kesesuaian perundang-undangan dalam 

pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkotika di 

Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, ada yang sesuai sepenuhnya dan ada yang 

sesuai belum sepenuhnya. Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang 

sudah sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan antara lain; 

1.Narapidana menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun dalam pelaksanaan 

rehabilitasi medis hanya diperuntukkan bagi narapidana yang menderita adiksi 

tinggi; 2. Lapas dalam melakukan rehabilitasi medis dan sosial menjalin kerjasama 

dengan instansi pemerintah dan swasta; 3. Narapidana dalam menjalani rehabilitasi 

medis dan sosial mendapatkan hak-haknya; 4. Narapidana yang menjalani 

rehabilitasi medis sudah sesuai dengan tahapan rehabilitasi medis; 5. Semua 

narapidana menjalani rehabilitasi sosial sesuai tahapan rehabilitasi sosial. Sedangkan 

peraturan perundang-undangan yang sesuai namun belum sepenuhnya dalam 

pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, yakni narapidana belum secara tertib 

mengikuti program pembinaan dan kegiatan yang diadakan oleh Lapas, antara lain 

bimbingan kerja, berupa bimbingan keterampilan dan kewirausahaan. 
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MOTTO 

 

 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 

jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. 

( Q.S. Al Israa’ Ayat 7 ) 

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

( Q.S. Alam Nasyrah ayat 6 ) 

 

 

Tantangan memang penghalang,  

namun jadikanlah itu sebagai pembelajaran. 

( Dwi Purwaningsih ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah 

menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah 

terlebih dahulu telah dicantumkan dalam undang-undang pidana, artinya jika 

tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.
1
 

Salah satu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana, yakni tindak 

pidana narkotika, dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar 

ketentuan-ketentuan hukum narkotika, terkait dengan peraturan tentang narkotika 

yakni dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan 

dengan undang-undang tersebut. Yang mana apabila melanggar ketentuan-

ketentuan hukum, khususnya  tindak pidana narkotika maka dapat dikenai sanksi 

pidana. 

Diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10, 

dijelaskan mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman, yakni:
2
 

a. Pidana pokok: 

1. Pidana mati 

                                                           
1
 Moh. Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 

hlm. 35 

2
 Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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2. Pidana penjara 

3. Pidana kurungan 

4. Pidana denda 

5. Pidana tutupan. 

b. Pidana tambahan: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu; 

2. Perampasan barang-barang tertentu; 

3. Pengumuman putusan hakim. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148. 

Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang 

menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap norma mempunyai sanksi 

sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan 

(treatment).
3
  

Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang human 

offender. Namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula 

bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan 

sanksi harus pula bersifat mendidik. Sebab, hanya dengan cara itu ia dapat 

kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh.
4
 

                                                           
3
 Moh. Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 

hlm. 46 

4
 Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System 

dan Implementasinya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30 
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Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang 

paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman 

sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan 

dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsep baru fungsi 

pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya 

rehabilitasi dan integrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut 

pemasyarakatan.
5
 

Dalam sistem pemidanaan, double track system yakni sanksi pidana dan 

sanksi tindakan, diterapkan dalam kedudukan yang setara karena sama-sama 

penting, yakni bahwa pemidanaan itu sesungguhnya memiliki unsur 

pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi 

tindakan). 

Maksud pembinaan dalam pemasyarakatan, yakni kegiatan untuk 

meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, 

sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan. Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas), perlu melakukan pembinaan dan pembimbingan 

narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, yang mana sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.  

                                                           
5
 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3 
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Berhubungan dengan pembinaan dan pembimbingan narapidana atau warga 

binaan pemasyarakatan, khusus bagi narapidana yang melakukan kejahatan-

kejahatan tertentu perlu mendapat perhatian dalam perbaruan pelaksanaan sistem 

pemasyarakatan.
6
 Perlakuan terhadap narapidana yang tersangkut kasus narkoba, 

baik pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian dalam proses pemidanaan 

bagi penyalahguna dan dalam hal penyalah guna yang dapat dibuktikan atau 

terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
7
 Proses rehabilitasi juga perlu 

dilakukan dengan membuat program kerjasama dengan Departemen Kesehatan 

dan Departemen Sosial.  

Pelaksanaan rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna 

narkotika sebagai warga binaan pemasyarakatan sudah diatur di dalam Peraturan 

Menteri Republik Indonesia. Rehabilitasi medis diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi 

Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan. Kemudian dalam 

rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 

Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya. 

                                                           
6
 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-

OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, 

hlm.126 

7
 Pasal 127 ayat 3, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
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Dalam hal rehabilitasi bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana 

narkotika, cara yang dilakukan Lapas agar narapidana atau warga binaan 

pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidananya atau residiv, yakni dengan 

melakukan pembinaan khusus, yang dapat memulihkan keadaan fisik dan 

mentalnya menjadi sehat atau baik.  

Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, fungsi Lapas 

juga sebagai lembaga penegak hukum, bahwa sistem pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari 

sistem pemidanaan, yang merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan 

agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, 

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat 

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.  

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, 

menerangkan bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional 

Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, 

dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Dengan konsep Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat 

pembinaan dan pendidikan bagi orang yang bermasalah dengan hukum, maka 

khususnya terhadap kasus-kasus narkoba perlu dilakukan dan diadakan Lapas 

sendiri secara khusus yang membedakan antara Bandar atau orang yang terlibat 

sindikat peredaran gelapnya, pengedaran maupun hanya sebatas pemakai atau 
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pecandu yang tertangkap tangan. Di antara mereka tersebut juga sebaiknya 

dipisahkan agar pengawasan dapat dilakukan secara khusus terhadap masing-

masing kategori. Dengan demikian kontrolpun akan dapat dilakukan secara 

maksimal serta khusus.
8
 

Lembaga Pemasyarakatan yang khusus membina narapidana dalam tindak 

pidana narkotika diwilayah Yogyakarta adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Narkotika Klas IIA Yogyakarta, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 2007, 

Tanggal 23 Pebruri 2007, dengan klasifikasi klas IIA, adalah salah satu Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah 

kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa 

Yogyakarta, berlokasi di Jalan Kaliurang Km. 17 Kelurahan Pakembinangun, 

Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. 
9
 

Pada prinsipnya, tugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yakni dengan 

Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga 

Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

                                                           
8
 Heriady Willy, Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Tanya Jawab dan Opini, 

(Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 178 

9
 http://lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.com/diakses pada tanggal 7 februari 2014 jam 

13.20 
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Seorang warga binaan pemasyarakatan atau terpidana perkara narkotika 

baik pemasok/pedagang besar, pegecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya 

adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang 

melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara 

Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan 

disegala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana 

atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah 

diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara 

atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai 

menjalani masa hukuman.
10

  

Dalam upaya agar Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya dalam tindak 

pidana narkotika, agar narapidana tersebut menyadari kesalahannya, memperbaiki 

diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat 

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, maka perlu 

melaksanakan pembinaan yang tepat, salah satunya dengan rehabilitasi baik 

medis maupun rehabilitasi sosial, yang dilakukan secara bertahap dan tentunya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Rehabilitasi medis dan 

sosial dijalani pula oleh narapidana di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta yang 

sesuai dengan indikasinya.  

                                                           
10

 Moh Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 

hlm.74 
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Berdasarkan data prapenelitian di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, 

dari jumlah narapidana tindak pidana di Lapas  pada bulan Februari 2014, 

terdapat 18 narapidana yang statusnya pernah masuk (residivis). Hal inilah yang 

menjadi permasalahan seperti apa pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di 

Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada ataukah belum. Dalam hal ini, penyusun 

tertarik meneliti hal terkait “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi 

Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Klas II A 

Yogyakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni, apakah dalam pelaksanaan 

rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di 

Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-

undangan? 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui 

kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi 

medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas 

Narkotika Klas II A Yogyakarta.  

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Teoritis 
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Hasil penelitian ini bertujuan agar menjadi bahan kajian yakni 

dalam perundang-undangan tentang rehabilitasi baik medis maupun 

sosial, dan memberi sumbangan pemikiran dalam upaya rehabilitasi 

medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di 

lembaga pemasyarakatan, dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

dalam rangka pembaharuan dari sistem peraturan pemasyarakatan 

terhadap rehabilitasi baik medis maupun sosial bagi narapidana. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

penyusun dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan  

sumbangan pemikiran bagi lembaga pemasyarakatan dan praktisi hukum, 

dalam rangka rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana di lembaga 

pemasyarakatan khususnya dalam tindak pidana narkotika. 

D.  Telaah Pustaka 

Agar dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian 

ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu 

yang membahas tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi 

Narapidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Klas II A Yogyakara. 

“Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta”, skripsi yang disusun oleh Leni 

Ainurrohmah yakni membahas tentang metode pembinaan secara umum yang 
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diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas II A Yogyakarta dan 

kesesuaiannya dengan peraturan pembinaan yang ada.
11

 Dalam penelitian ini, 

persamaannya yakni dalam hal pembinaan bagi narapidana dalam tindak pidana 

narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta. Namun 

dalam penelitian yang penyusun bahas yakni lebih spesifik dalam hal rehabilitasi 

baik medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas 

Narkotika Klas II A Yogyakarta, dan terkait kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi 

medis dan sosial dengan peraturan perundang-undangan. 

“Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan di Panti Sosial Bina Karya 

Sidomulyo Yogyakarta”, skripsi yang disusun oleh Tri Muryani, membahas 

tentang proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Karya 

Sidomulyo Yogyakarta dalam menangani gelandangan.
12

 Persamaannya dengan 

penelitian yang penyusun teliti yakni tentang proses rehabilitasi sosial. Namun, 

perbedaannya penyusun meneliti hal rehabilitasi medis dan sosial, serta lokasi 

penelitiannya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan 

meneliti terkait pelaksanaan rehabilitasi dengan kesesuaian pada peraturan 

perundang-undangan. 

“Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

                                                           
11

 Leni Ainurrohmah, Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 

12
 Tri Muryani, Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan di Panti Sosial Bina Karya 

Sidomulyo Yogyakarta, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2008. 
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Klas II A Sungguminasa)”, skripsi yang disusun oleh Realizhar Adillah Kharisma 

Ramadhan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa dalam menekan angka 

ketergantungan  narkotika bagi warga binaan dan sejauh mana tingkat keberasilan 

lapas dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkotika di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa.
13

 Persamaan 

dalam penelitian ini, yakni membahas upaya yang dilakukan Lapas bagi 

narapidana dalam menekan angka ketergantungan terhadap narkotika. Sedangkan 

perbedaan dalam penelitian ini yakni lebih spesifik dalam hal pelaksanaan 

rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana di Lapas Narkotika Klas II A 

Yogyakarta terkait kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. 

 “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika 

Nasional (BNN/KOTA) Padang (Studi Kasus di BNNK/ Kota Padang)”, skripsi 

yang disusun oleh Zelni Putra, tentang bagaimana kebijakan BNN/Kota Padang 

dalam upaya rehabilitasi, prosedur dalam penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan 

syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/ Kota Padang serta 

kendala yang dihadapi BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi dan 

penanggulangannya.
14

 Dalam penelitian ini, persamaannya adalah dalam upaya 

rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Namun, hal yang membedakan dalam 

                                                           
13

 Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Klas II A Sungguminasa), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 

2013. 

14
 Zelni Putra, Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional 

(BNN/KOTA) Padang (Studi Kasus di BNNK/ Kota Padang), Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Andalas Padang, 2011 
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penelitian yang penyusun bahas mengenai rehabilitasi medis dan sosial bagi 

narapidana dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan di Lapas Narkotika 

Klas IIA Yogyakarta dan membahas kesesuaiannya dengan peraturan perundang-

undangan. 

 “Pemberdayaan Pemuda Melalui Proses Rehabilitasi Korban 

Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta”, 

skripsi yang disusun oleh Dewanto Jati Nugroho, membahas terkait upaya dan 

pelaksanaan pemberdayaan pemuda melalui proses rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkoba dan faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan pemberdayaan tersebut.
15

 Persamaannya dalam penelitian ini yakni 

proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dalam penelitian 

ini, lebih spesifik membahas terkait rehabilitasi medis dan sosial di Lapan 

Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dan kesesuaiannya dalam pelaksanaan 

rehabilitais tersebut dengan peraturan perundang-undangan dalam tindak pidana 

narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta. 

Adapun jurnal hukum yang berjudul, “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan 

Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)”, oleh Haryanto Dwi 

Atmodjo, yakni membahas tentang proses pelaksanaan dan pembinaan narapidana 

narkotika dan hambatan didalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga 

                                                           
15

 Dewanto Jati Nugroho, Pemberdayaan Pemuda Melalui Proses Rehabilitas Korban 

Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta, Skripsi Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
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Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
16

 Persamaan dalam penelitian 

yang penyusun bahas yakni dalam hal pelaksanaan dan pembinaan narapidana 

tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 

Yogyakarta. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang penyusun bahas yakni 

pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkotika 

di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dan kesesuaian 

dengan perundang-undangan yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi medis 

dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. 

Dalam hal penelitian ini, diketahui bahwa belum ada penelitian yang 

membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana 

dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta terkait 

kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

E.  Kerangka Teoretik 

1. Teori Pemidanaan 

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 

menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam literatur, dikenal beberapa 

teori tentang tujuan hukum. 

 

                                                           
16

 PERSPEKTIF, volume XVIII No 2 tahun 2013 edisi mei/ejournal.uwks.ac.id/ diakses 22 

januari 2014 jam 11.20 
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a. Teori Etis. 

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum 

ditentukan oleh keyakinan kita yang etis yang adil dan tidak. Dengan 

perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisir atau 

mewujudkan keadilan. 

b. Teori Utilistis. 

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar 

bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya 

menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan 

kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang 

terbanyak. 

c. Teori Campuran 

Menurut Mochtar Kususmaatmadja tujuan pokok dan pertama dari 

hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok 

(fundamental) bagi adanya suatu mayarakat manusia yang teratur. Di 

samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang 

berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.
17

 

Sedangkan terhadap “sistem pemidanaan” atau “the sentencing 

system” menurut L.H.C. Hulsman merupakan aturan perundang-undangan 

                                                           
17

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 

hlm. 77-80. 
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yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (the statutory 

rules relating to penal sanctions and punishment).
18

 

Kemudian Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan 

pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).
19

 Menurut 

Barda Nawawi Arief, apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan 

secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh 

hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup 

pengertian: 

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan. 

2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ 

penjatuhan dan pelaksanaan pidana. 

3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 

fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana. 

4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana 

hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkansecara konkrit 

sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).
20

 

Teori pemidanaan pada hakikatnya secara tradisional dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) teori, yaitu.
 21

 

                                                           
18

 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, (Bandung: PT. 

Alumni, 2012), hlm. 58 

19
 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, 

(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hlm. 1  

20
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 1996), hlm 136 

21
 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, (Bandung: PT.Alumni, 

2012), hlm. 60-64 
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a. Teori absolut atau teori pembalasan (Retributive/Vergeldings Theorieen) 

Menurut Sahetapy, menurut teori pidana ini, pidana dijatuhkan karena 

orang telah melakukan suatu kejahatan (quia peccatum est). Johannes 

Andenaes menyebutkan bahwa tujuan primair penjatuhan pidana menurut 

teori absolut bersifat “untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the 

claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan 

bersifat sekunder”. 

Selanjutnya menurut Nigel Warker, bahwa ada dua golongan 

penganut teori retributif: Pertama, penganut teori retributif murni yang 

memandang pidana harus sejalan dengan kesalahan si pelaku. Kedua, 

penganut teori retributif tidak murni yang diklasifikasi menjadi penganut 

teori retributif terbatas (the limiting retribution) yang memandang bahwa 

pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. 

Menurut Karl O. Christiansen, ada lima ciri pokok dari teori retributif, 

yaitu: 

- Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan. 

- Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung 

sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. 

- Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan. 

- Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku. 

- Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan 

bertujuan untuk tidak memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi 

pelaku. 
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b. Teori relatif atau teori tujuan (Utilitarian/Deoltheorieen),  

Pada dasarnya, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini 

menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan guna memuaskan 

tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, 

tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok teori relatif 

ini, yakni sebagai berikut: 

- Tujuan pidana adalah pencegahan. 

- Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. 

- Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 

kepada si pelaku saja, misalkan kesengajaan atau kelalaian yang 

memenuhi syarat untuk adanya pidana. 

- Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan 

kejahatan. 

- Pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur 

pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan 

tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk 

kepentingan kesejahteraan masyarakat.
 
 

 

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan ada 4 (empat), antara lain.
22

 

a. Pencegahan. 

                                                           
22

 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 81-86. 
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b. Perlindungan masyarakat. 

c. Memelihara solidaritas masyarakat. 

d. Pidana bersifat pengimbalan/ pengimbangan. 

Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum 

ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. 

Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisir atau 

mewujudkan keadilan.
23

  

Tentang isi keadilan sukar untuk memberi batasannya. Aristoteles 

membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu justitia distributiva 

(distributive justice, verdelende atau begevende gerechtigheid) dan justitia 

commutativa (remedial justice, vergeldende atau ruilgerechtigheid). Justitia 

distributiva menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak 

atau jatahnya. Jatah ini tidk sama untuk setiap orangnya, tergantung pada 

kekayaan, kelahiran, pendidikan kemampuan dan sebagainya, sifatnya 

adalah proporsional. Sedangkan justitia commutative, yakni memberi 

kepada setiap orang sama banyaknya. Disini yang dituntut adalah 

kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa 

memandang kedudukan dan sebagainya.
24

 

Dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang 

dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan 

pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana 

                                                           
23

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 

hlm. 77 

24
 Ibid., hlm. 78-79. 
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diatur oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

Anak.
25

 

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana 

materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, 

hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik, 

ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (hankam). Dalam hal ini 

penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, 

keamanan, keadilan serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar 

dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 

tindak pidana.
26

  

Dalam double track system menghendaki agar unsur pencelaan/ 

penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem 

sanksi hukum pidana.
27

 Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan 

sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait 

dengan fakta bahwa unsur pencelaan/ penderitaan (lewat sanksi pidana) dan 

unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.
28

 

 

 

 

                                                           
25

 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34 

26
 Ibid., hlm. 35 

27
 Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track. System 

dan Implementasinya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29 

28
 Ibid., hlm. 28 
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2. Rehabilitasi Medis Dan Sosial 

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
29

 

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang 

ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan 

baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. 

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika 

dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
30

 

Rehabilitasi sosial, dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang 

ditunjuk oleh Menteri Sosial.  

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (dalam Pasal 1 Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).  

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, diatur pula oleh Mahkamah Agung 

dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke 

                                                           
29

 Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  

30
 Pasal 1 Angka 17  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
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Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. dalam proses 

pelaksanaan rehabilitasi diatur jua dalam Peraturan Menteri yakni, dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk 

teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan 

korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah 

Diputus Oleh Pengadilan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 

56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. 

 

3. Undang-Undang Narkotika 

Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris 

narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika 

berasal dari bahsa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius 

sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan 

narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan 

dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat 

bius.
31

 

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba 

atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan 

rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.
32

 

                                                           
31

 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 78 

32
 Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 

hlm. 609. 
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Dalam Undang-Undang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
33

  

Sedangkan adanya Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: 

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia 

dari penyalahgunaan Narkotika; 

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; dan 

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 

Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
34

 

Apabila disalah gunakan dalam pemakaiannya,  Undang-Undang 

Narkotika telah membahas sanksi yang kemudian diberikan kepada pihak 

penyalahguna. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika 

tanpa hak atau melawan hukum.
35

  

                                                           
33

 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  

34
 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  

35
 Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
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Dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, seorang penyalahguna yang dikenai pidana sesuai dengan 

kriteria kejahatannya, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. Disebutkan bahwa: 

(1). Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan  

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

(2). Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. 

(3). Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan 

Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. 

Sedangkan pada pasal 103, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika: 

(1). Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika 

Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana Narkotika; atau 

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 

jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika. 

(2). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 
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F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh 

data dengan mengetahui secara langsung proses pelaksanaan rehabilitasi medis 

dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika 

Klas II A Yogyakarta, terkait kesesuaian dengan peraturan perundang-

undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana 

dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni memaparkan atau 

menggambarkan realita yang terdapat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi 

medis dan sosial bagi narapidana. Kemudian menganalisis permasalahan dari 

penelitian tersebut dengan berdasar pada peraturan perundangan yang ada. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam objek penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis empiris. Yakni mengkaji tentang apa yang ada dan tampak 

dari penerapan peraturan perundangan. Dalam penelitian ini menganalisis 

permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum 

yakni peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh di lapangan 

yaitu tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam 

tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta. 
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4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber yaitu pihak dari 

petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana yang menjalani rehabilitasi 

medis dan sosial di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta. 

b. Data Sekunder 

Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat 

mendukung sumber data primer, data itu digolongkan menjadi: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari: 

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, 

Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam 

Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan. 

f) Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan 

dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. 
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2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan 

penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari: 

a) buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi 

medis dan sosial bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. 

b) dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi 

medis dan sosial bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, 

khususnya dalam tindak pidana narkotika. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
36

 Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis dan 

sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika 

Klas II A Yogyakarta.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.
37

 

Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi tanya jawab 

dengan narasumber secara langsung, secara sistematis dan berlandaskan 

                                                           
36

 Sugiono, Metode penelitian Kuaitatif, Kuantitatif dan RD, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 145 

37
 Muslin Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian HUkum,(Malang, UMM Press, 

2009),hlm 114  
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pada tujuan penelitian. Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah 

interview terpimpin, artinya membuat pedoman wawancara yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Metode ini penyusun gunakan untuk 

mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya.  

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan 

mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, arsip-arsip, 

majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

6. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Klas II A Yogyakarta, berlokasi di Jalan Kaliurang Km. 17 

Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. 

7. Analisa Data 

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretasikan.
38

 Data yang ada dan terkumpul, lalu dilakukan analisis 

terhadap data tersebut. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan 

menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis 

apakah sudah sesuai dengan peratura perundang-undangan dalam pelaksanaan 

rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di 

Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta. 

                                                           
38

 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 

1989), hlm. 263 
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G.  SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Sistematika pembahasan dirancang guna mempermudah pembahasan 

penelitian ini dan menggambarkan dengan jelas dan terarah dari pembahasan 

dalam penelitian mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi 

narapidana dalam tindak pidana narkotika.  

BAB I, merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II, menguraikan tentang tinjauan umum terkait rehabilitasi medis dan 

sosial bagi narapidana, dan tinjauan tentang perundang-undangan atau dasar 

hukum terkait rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana 

narkotika. 

BAB III, berisi tentang peran Lapas dalam proses pelaksanaan rehabilitasi 

medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika, dalam penelitian 

ini difokuskan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta. 

BAB 1V, berisi tentang penyajian data dan pembahasan dari analisis hasil 

penelitian, yaitu tentang kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dalam 

pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana 

narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta.  

BAB V, berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran sebagai 

masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam pembahasan dan penelitian terkait kesesuaian peraturan perundang-

undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Narkotika 

Klas IIA Yogyakarta, ada peraturan perundang-undangan yang sesuai sepenuhnya 

dan ada pula peraturan perundang-undangan yang sesuai namun belum 

sepenuhnya, antara lain sebagai berikut. 

1. Proses rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Narkotika Klas IIA 

Yogyakarta yang sesuai sepenuhnya dengan perundang-undangan, antara 

lain: 

- Narapidana tindak pidana narkotika menjalani rehabilitasi sosial, 

namun  rehabilitasi medis diperuntukkan bagi narapidana yang divonis 

menderita adiksi tinggi (Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika). 

- Lapas melakukan kerjasama dengan Instansi pemerintah dan swasta 

dalam melakukan rehabilitasi medis dan sosial. Instansi-instansi 

tersebut antara lain, Dinas Kesehatan Sleman, Puskesmas Pakem dan 

KPA Provinsi DIY. Kemudian kerjasama dengan Instansi swasta 

yakni dengan RS Grashia, RS Nugroho dan rumah sakit daerah 

lainnya. Terkait rehabilitasi sosial, Lapas bekerjasama dengan LSM, 

yakni Yayasan Siloam (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 
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Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyatakatan). 

- Narapidana selama menjalani rehabilitasi medis dan sosial, tetap 

mendapatkan hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan 

individu baik jasmani maupun rohani dalam proses rehabilitasi medis 

dan sosial (Pasal 5, 9, dan 14 PP  Nomor 32 Tahun 1999, yang direvisi 

menjadi PP No. 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).  

- Bagi narapidana sebagai penyalahguna narkotika menjalani proses 

rehabilitasi sesuai dengan indikasi adiksi dan sesuai dengan 

tahapannya (Lampiran Bagian IV Tahapan Rehabilitasi Medis 

Terpidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi 

Pecandu, Penyalah guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Di Putus Oleh Pengadilan). 

- Semua narapidana menjalani rehabilitasi sosial dengan Tahapan 

rehabilitasi sosial tersebut antara lain; a. Pendekatan awal; b. 

Pengungkapan dan pemahaman masalah; c. Rencana intervensi; d. 

Intervensi; e. Evaluasi; f. Terminasi; dan g. Bimbingan lanjut (Pasal 

14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan 

Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya) 
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2. Dalam hal yang sesuai namun belum sepenuhnya dengan peraturan 

perundang-undangan, yakni dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 

12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa, “Narapidana wajib 

mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu”. 

Narapidana belum tertib mengikuti program pembinaan dan kegiatan yang 

diadakan oleh Lapas, kegiatan yang dimaksud antara lain bimbingan kerja, 

berupa bimbingan keterampilan dan kewirausahaan. 

 

B. Saran 

Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang diterapkan Lapas 

dengan menggunakan pendekatan aspek-aspek khusus yang dilakukan seperti dari 

aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, hal ini masih juga 

memerlukan penanganan khusus untuk menciptakan kesejahteraan bagi 

narapidana, khususnya narapidana dalam tindak pidana narkotika agar tidak 

mengulangi kesalahan atau residiv. Untuk menunjang hal tersebut, hal yang 

dilakukan antara lain. 

1. Pemerintah perlu memberi bantuan untuk memenuhi keperluan pelaksanaan 

program rehabilitasi medis dan sosial agar sarana/prasarana pembinaan 

terpenuhi.  

2. Kualitas/kuantitas petugas perlu ditunjang yang sesuai dengan bidangnya. 

3. Perlu perhatian khusus dari instansi terkait (Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II, 

BNN, KPA, LSM, RS dll) sebagai jejaring kerja. 
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4. Perlu bantuan program Jamkesmas dan Jamkesda supaya kesehatan 

narapidana di Lapas dapat dijamin atau mendapat bantuan. 

5. Perlunya upaya preventif untuk mencegah segala tindakan yang dapat 

ditimbulkan dalam hal penyalahgunaan narkotika. Misalnya perlu 

mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkotika dan 

terutama menganai aspek hukumnya atau sanksi bagi penyalah guna 

narkotika.  
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